
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1731, 2018 KEMENDAG. Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam 

dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-
Undang dan Termasuk dalam Daftar CITES.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 122 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK 

DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK DALAM DAFTAR CITES 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pelestarian Tumbuhan 

Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-

Undang dan termasuk dalam daftar CITES dari ancaman 

kepunahan dan pemanfaatan potensi ekonomi 

Tumbuhan Alam dan Satwa Liar, perlu adanya 

pengaturan mengenai ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa 

Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk 

dalam daftar CITES; 

 b. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha serta 

mempercepat pelayanan perizinan berusaha dalam 

rangka pelaksanaan ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa 

Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk 

dalam daftar CITES, perlu penyempurnaan terhadap 

ketentuan mengenai ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa 

Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk 

dalam daftar CITES; 

 c. bahwa ketentuan mengenai ekspor Tumbuhan Alam dan 

Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan 

termasuk dalam daftar CITES sebagaimana diatur dalam 
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

50/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor 

Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi 

Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan 

kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang 

Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk dalam 

Daftar CITES; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3804); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-

II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 188); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-

DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang 

Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 395); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 

tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

secara Elektronik di Bidang Perdagangan  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR 

YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN 

TERMASUK DALAM DAFTAR CITES. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

Daerah Pabean. 

2. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.  

3. Tumbuhan Alam dan Satwa Liar adalah Tumbuhan Alam 

dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang 

dan termasuk dalam daftar CITES.  

4. Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang 

dan termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis 

sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat 

maupun di air yang tidak dilindungi Undang-Undang dan 

termasuk dalam daftar CITES. 

5. Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan 

termasuk dalam daftar CITES adalah semua jenis sumber 

daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau 

di udara yang tidak dilindungi Undang-Undang dan 

termasuk dalam daftar CITES. 

6. Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar 

Negeri yang selanjutnya disingkat SATS-LN adalah surat 

angkut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk  Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang 

tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam 

daftar CITES. 

7. Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 

yang selanjutnya disingkat PE-TASL adalah persetujuan 

yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor 

Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi 

Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES. 
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8. Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) adalah tanda 

tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang 

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi 

elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi 

dan autentikasi. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 

11. Direktur adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan   

Kehutanan Kementerian Perdagangan. 

 

Pasal 2 

Pembatasan Ekspor Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang 

Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Termasuk Dalam 

Daftar Cites dilakukan terhadap Jenis Tumbuhan Alam dan 

Satwa Liar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal 3 

(1) Jenis Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak 

dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar    

CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya 

dapat diekspor oleh Eksportir setelah mendapatkan  

PE-TASL dari Menteri. 

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan  

PE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada  

Direktur Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal dapat memberikan mandat 

kewenangan penerbitan PE-TASL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Direktur. 

(4) PE-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan dokumen pelengkap pabean di bidang 

Ekspor. 
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Pasal 4 

(1) Untuk memperoleh PE-TASL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1), Eksportir harus mengajukan 

permohonan secara elektronik melalui laman 

http://inatrade.kemendag.go.id kepada Menteri dalam hal 

ini Direktur Jenderal cq Direktur dengan melampirkan 

hasil pindai/scan dokumen asli: 

a.  Nomor Induk Berusaha (NIB);  

b.  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin 

usaha dari instansi teknis; dan 

c.  SATS-LN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1), Menteri atau Direktur Jenderal atau Direktur 

Jenderal cq Direktur menerbitkan PE-TASL dengan 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital 

Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan 

basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response 

Code) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 

tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan ditolak 

secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung 

sejak tanggal permohonan diterima dan tidak dapat 

diproses lebih lanjut.  

(4) Direktur Jenderal cq Direktur dapat menugaskan pejabat 

pada Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 

untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna 

mengetahui kesesuaian antara dokumen dengan kondisi 

lapangan. 

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal 

permohonan diterima secara lengkap. 

(6) PE-TASL yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditembuskan kepada instansi penerbit 

rekomendasi dan/atau SATS-LN yang dipersyaratkan 

dalam ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar. 
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Pasal 5 

PE-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari 

instansi terkait dan/atau SATS-LN dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Pasal 6 

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang 

mengakibatkan sistem elektronik melalui laman 

http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi, pengajuan 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

disampaikan secara manual. 

 

Pasal 7 

(1) Eksportir yang telah mendapatkan PE-TASL wajib 

menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor 

Tumbuhan Alam dan Satwa Liar baik yang terealisasi 

maupun tidak terealisasi. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Direktur Jenderal cq Direktur setiap 

bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya 

secara elektronik melalui laman 

http://inatrade.kemendag.go.id. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan bentuk sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 8 

(1) Sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan PE-

TASL dikenakan kepada Eksportir apabila tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1). 

(2) Pengenaan penangguhan penerbitan PE-TASL 

sebagimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 

(satu) periode penerbitan PE-TASL berikutnya. 
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Pasal 9 

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan PE-TASL 

dikenakan kepada Eksportir apabila:  

a.  tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang 

timbul atas Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang 

diekspor; dan/atau  

b.  terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan PE-TASL. 

(2) Pengenaan pembekuan PE-TASL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a berlaku paling lama 60 (enam 

puluh) hari terhitung sejak tanggal pengenaan 

pembekuan PE-TASL. 

(3) Pengenaan pembekuan PE-TASL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan adanya 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap bahwa Eksportir atau Importir tidak 

bersalah. 

(4) Dalam hal Eksportir: 

a.  bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul 

atas Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang diekspor; 

dan/atau 

b.  terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap,  

maka pembekuan PE-TASL dicabut. 

 

Pasal 10 

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan PE-TASL 

dikenakan kepada Eksportir apabila: 

a.  menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak 

benar dalam permohonan PE-TASL; 

b.  mengubah informasi yang tercantum dalam 

dokumen PE-TASL;  

c.  melakukan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 

yang tidak sesuai dengan PE-TASL; dan/atau 

d.  dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
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tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan 

penyalahgunaan PE-TASL. 

 

Pasal 11 

Surat Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar 

yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 50/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ekspor Tumbuhan 

Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang 

dan termasuk dalam daftar CITES, dinyatakan tetap berlaku 

sampai dengan masa berlaku Surat Persetujuan Ekspor 

berakhir. 

 

Pasal 12 

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single 

Submission (Lembaga OSS) telah dapat memproses penerbitan 

Perizinan Berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama 

Menteri menerbitkan PE-TASL. 

 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,  

1. ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang 

Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 844); dan 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

50/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor 

Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang tidak dilindungi 

Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1136),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Desember 2018 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ENGGARTIASTO LUKITA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Desember 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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